Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi’i) by Nikmatullah, Faisal
 381 
 
Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina 
(Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi’i) 
 
Oleh: Faisal Nikmatullah 
 
 
Abstrak  
Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini tidak ada yang 
menginginkan terlahir dari akibat perzinahan, sekalipun setiap anak 
yang dilahirkan tidak mengandung dosa. Anak yang lahit dari hasil 
perzinahan itu menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum 
di dalam status kemahraman hak memperoleh nafkah dan kewarisan, 
bahkan pada tingkat boleh dan tidak bolehnya melakukan 
pernikahan dengan ayah biologisnya dalam kasus ini menjadi masalah 
yang diperselisihkan. 
Penulis tertarik menguji persoalan ini dalam sebuah skripsi 
dengan perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hukum 
ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi? 2. 
Bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut 
mazhab Syafi’i? 3. Bagiamana perbedaan dan persamaan pendapat 
menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang hukum ayah menikahi 
anaknya dari hasil zina? 
Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) 
dengan jenis kualitatif. Seluruh data dikumpulkan dengan cara, 
membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat 
data a. Primer, b. Sekunder dan c. Tersier dianalisis secara induktif 
dan komparatif. 
Kesimpulan penelitian: 1. Menurut mazhab Hanafi, anak 
yang lahir dari hasil perzinahan memiliki hubungan nasab secara 
syar’i dengan ibu yang melahirkannya, namun anak tersebut menjadi 
mahram bagi ayah biologisnya karena secara biologis adalah darah 
dari dagingnya sendiri. Untuk itu anak yang dilahirkan dari hasil 
perzinahan menjadi mahramnya (tidak boleh dinikahi) bahkan 
berkewajiban untuk menafkahinya dan saling mewarisi. 2. Menurut 
mazhab Syafi’i, anak yang lahir dari hasil perzinahan boleh menikah 
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dengan ayah biologisnya, karena tidak ada nasab dengan ayahnya. 
Karena tidak terlahir bukan dari pernikahan yang sah, karena 
timbulnya status kemahramannya terjadi karena sebab pernikahan. 3. 
Mazhab hanafi mengharamkan menikah dengan anak perempuanya 
yang berasal dari hasil zina. Sementara mazhab Syafi’i membolehkan 
menikah dengan anak perempuanya yang berasal dari hasil zina, 
walaupun sebaian ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa perbuatan 
tersebut makruh. Persamaan pendapat antara keduanya adalah 
masalah perwalian. Anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak 
mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis 
tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab syar’i 
di antara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. 
Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim. 
 
Kata Kunci: Hukum Menikahi, Zina, Nasab  
 
PENDAHULUAN  
1. Latar Belakang 
Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan 
ajaran yang berdasar pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan 
berbagai macam cara mengungkapkannya. Kesyariatan 
perkawinan dalam Islam disebabkan manusia memiliki 
kecenderungan kepada lawan jenis, sebagimana Allah 
berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14: 
 َنِّيُزََِساَّنِللَ َبُحَٱ َ و هَّشلَِتَ َنِمَٱَ ا  سِّنلَِءَ.....َ
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-
apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita. (Q.S Al-Imran: 14).1 
Berdasarkan kepada naluri alamiah manusia yang telah 
Allah berikan, naluri itu tidak boleh dihilangkan atau 
dibiarkan dengan begitu saja melainkan harus dikelola 
dengan sebaik mungkin, Al-Qur’an memaparkan.2 
 َد ق ل  وَ َر أ َل  سا نََٗلُسُرَن ِّمَ َب ق َِكلَ َل  ع  ج  وا نَ َُمه لَ َز أ َ وَٗجاََ
 
ٗةَّي ِّرُذ  وَا  م  وَ َنا  كَ َلوُس  ِرلَن أَ
 َأ ي َِيتََِب َٔ  ٔ َة ياََ َِّلّإَ
 َِذإِبَِنَٱَهِ َّللََِّلُِكلَ َل  ج أََ با تِكَ٨٣َ 
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul 
sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
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keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan 
sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap 
masa ada Kitab (yang tertentu) (Q.S Ar-Ra’ad: 38).3 
 
Ayat di atas menjelaskan tentang perintah menikahi 
wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. 
Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang 
melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jamian Allah 
bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan 
dicukupkan oleh Allah. Nabi bersabda:  
 َن  عََِد ب  عََِ َّ  اَللََِن بَ َدوُع  س  مَيضرَاَللَهنعَ َلا قََ لا نََُلوُس  رََِ َّ  اَللَىلصَاَللَهيلعَملسوَ
(ا يَ َر  ش  ع  مََِبا بَّشل اََِن  مَ َعا ط ت  ساََُمُك نِمََ ة  ءا ب ل اَ َج َّو  ز ت ي ل فََ,َُهَِّنإ فَ َض غ أََِر  ص ب ِللََ,
َُن  ص  ح أ  وََِج  ر ف ِللََ, َن  م  وَ َم لَ َعِط ت  س يََِه ي ل  ع فََِم  و َّصلِابََ;َُهَِّنإ فََُه لَ َءا  جِوَ)َ(َ فَّتُم َقَه ي ل  ع) 
َ
Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: 
"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu 
berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan 
pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu 
hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq 
Alaihi).4 
 
Dari dalil tersebut jelas bahwa pernikahan adalah 
syariat Islam dan termasuk Sunnah Nabi yang harus ditiru 
dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi 
persyaratan dan rukunnya. Pernikahan dalam Islam memiliki 
syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang 
keabsahan nikah, di antaranya adalah syarat yang berkaitan 
dengan calon mempelai, bahwasanya antara calon mempelai 
tidak boleh memiliki hubungan darah. Hal tersebut 
dijelaskan dalam QS. An-Nissa’ ayat 23: 
َ ت  م ِّرُحَ َي ل  ع َمُكَ َ ه َُّمأ َمُُكتََ ن ب  و َمُُكتاَ َ و  خ أ  و َمُُكتَ ََّم  ع  و َمُُكتَ
 َ خ  و
 َ ل َمُُكتََُتا ن ب  وَٱَ  لَِخََُتا ن ب  وَ
ٱَُ  ل َخَِتَ َ ه َُّمأ  وَُمُُكتََٱ
 َّل َِيتَ َر أ َع  ض َمُك نَ َ و  خ أ  ومُُكتَ َن ِّمَٱ َ ض َّرلَِة  عَ َ ه َُّمأ  وَُتََ ا  ِسن َمُكِئَ
َ   ب  ر  وَُمُُكِبئََٱ
 َّلِيتَِيفَمُكِروُجُحَن ِّمََ ا  سِّنَُمُكِئََٱ
 َّلِيتَ َل  خ دُمتَََّنِِهبَِنإ فَ َمَّلَ َاُونوُك تَ َل  خ  دمُتَ
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ََّنِِهبََ  ل فَ َحا نُجَ َي ل  ع َمُكََ
   ل  ح  وَُلِئَ َب أَ ا نَُمُكِئَٱ َنيِذَّلََ نِمَ َص أ
 َ ل َمُكِبَن أ  وَ َج ت َاوُع  مَ َي ب َنَ
ٱَُ  ل َخ َي تَِنَََِّلّإَا  مَ َد قََه ف ل  سَََِّنإَٱَ َّللَ َنا  كََٗرُوف  غاََٗميِح َّراَ٣٨َ 
َ
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, 
saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu 
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S 
An-Nissa’: 23)5 
 
Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ada wanita-wanita 
tertentu yang tidak boleh dinikahi. Lebih lanjut, ulama fiqih 
menggolongkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi 
menjadi tiga kategori, yaitu: dikarenakan ada hubungan 
kekerabatan atau nasab, dikarenakan adanya hubungan 
perkawinan (mushâharah) dan karena adanya hubungan 
persusuan (radhâ’ah). Wanita yang termasuk dalam tiga 
kategori tersebut, haram dinikahi untuk selama-lamanya 
(muabbad).6 
Hukum positif di Indonesia juga mengatur hal 
tersebut yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) Pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa 
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak 
boleh dilangsungkan karena ada pertalian nasab, di 
antaranya: 
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1. Seorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya. 
2. Seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 
3. Seorang wanita saudara yang melahirkannya. 
Perkawinan juga dilarang ketika ada pertalian kerabat 
semenda antara kedua calon mempelai, yang meliputi: 
1. Seorang wanita yang melahirkan isterinya atau 
bekas isterinya. 
2. Seorang wanita bekas isteri orang yang 
menurunkannya. 
3. Seorang wanita keturunan isteri atau bekas 
isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan 
dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhûl. 
4. Seorang wanita bekas isteri keturunannya. 
KHI juga melarang perkawinan jika ada pertalian 
persusuan antara kedua calon mempelai. Dalam KHI 
disebutkan kriteria wanita yang masih ada pertalian 
persusuan, di antaranya: 
1. Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut 
garis lurus ke atas. 
2. Seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut 
garis lurus ke bawah. 
3. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan 
sesusuan ke bawah. 
4. Seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 
sesusuan ke atas. 
5. Anak yang disusui oleh isterinya dan 
keturunannya.7 
Terlepas dari haramnya perbuatan zina itu sendiri, 
para ulama sepakat bahwa anak haram hasil zina tentu tidak 
menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena 
Islam tidak membebankan kesalahan seseorang kepada 
orang lain. Namun dalam masalah nasab, anak hasil zina ini 
memang sedikit bermasalah. Para ulama fiqih sepakat 
mengenai tersambungnya nasab anak zina dengan ibu yang 
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melahirkannya. Sehingga hubungan anak itu dengan ibunya 
adalah hubungan syar'i yang sah. Dan sebagai anak yang sah, 
khususnya bila anak itu laki-laki, maka hubungan keduanya 
menjadi mahram mu'abbad. Konsekuensinya adalah bahwa 
anak laki-laki itu tidak boleh menikahi ibunya sendiri. 
Masih menjadi perdebatan para ulama adalah masalah 
hubungan nasab anak itu dengan ayah biologisnya. Apakah 
anak itu bisa menjadi anak sah secara hukum syariah 
terhadap ayah biologisnya? Misalnya dengan adanya 
pernikahan antara ayah biologisnya itu dengan ibunya? 
Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang 
mengatakan bahwa hubungan nasab bisa tersambung kembali 
bila keduanya menikah. Namun ada juga yang berpendapat 
sebaliknya. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan 
konsekuensi hukum turunan. Kalau dikatakan bahwa antara 
anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terjadi 
hubungan nasab, maka konsekuensinya bila anaknya itu 
seorang wanita, maka keduanya bukan mahram. Dan kalau 
hubungan mereka bukan sebagai mahram, berarti boleh 
terjadi pernikahan antara ayah biologis dan puterinya sendiri.  
Di sinilah kemudian timbul silang pendapat. Bolehkah 
puteri yang lahir dari hasil zina di kemudian hari setelah 
dewasa lantas dinikahi sendiri oleh ayah biologisnya? Kalau 
kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa anak zina bisa 
tersambung kembali nasabnya kepada ayah biologisnya, 
maka keduanya menjadi mahram dengan hubungan ayah dan 
puterinya. Sebaliknya kalau kita pakai pendapat yang 
menolak tersambungnya nasab mereka, maka keduanya 
bukan ayah dan anak. Kalau bukan ayah dan anak, maka 
mereka bukan mahram. Kalau hubungan keduanya bukan 
mahram, apakah boleh si ayah biologis ini menikahi 
puterinya sendiri?  
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka 
penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, 
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dengan judul “Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari 
Hasil Zina (Studi Komparatif Madzab Hanafi dan Syafi'i)”.  
 
2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah 
pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari 
hasil zina menurut mazhab Hanafi? 
2. Bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari 
hasil zina menurut mazhab Syafi’i? 
3. Bagiamana perbedaan dan persamaan pendapat 
menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang 
hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina?  
3. Kerangka Pemikiran 
Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-adhamu yang 
artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bias diartikan dengan 
aqdu at-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bias diartika 
(wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang 
hamper sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat 
Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab 
“Nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata kerja 
(fil’madhi) “Nakaha”, sinonimnya “tazawaja” kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. 
Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk 
dalam bahasa Indonesia.8 
Imam Syafi'i mendefinisikan nikah adalah sebagai 
akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari 
definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk 
mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, 
sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa nikah adalah 
akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas 
kepemilikan seks. 
Imam Hanafi mendefinisikan nikah adalah sebagai 
akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara sengaja. 
Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan 
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laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk 
dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, 
karena kepemilkan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.9 
Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW 
memaparkan dalil tentang pernikahan diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
 َد ق ل  وَ َر أ َل  سا نََٗلُسُرَن ِّمَ َب ق َكِلَ َل  ع  ج  وا نَ َُمه لَ َز أ َ وَٗجاََ
 
ٗةَّي ِّرُذ  وَا  م  وَ َنا  كَ َلوُس  ِرلَن أَ
 َأ ي َِيتَ
َِب َٔ  ٔ َة ياََ َِّلّإَ َِذِإبَِنَٱَهِ َّللََِّلُِكلَ َل  ج أََ با تِكَ٨٣ََ
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul 
sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan 
sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap 
masa ada Kitab (yang tertentu.) (Q.S Ar-Ra’d: 38)10 
 
 َن  ع  وََِس ن أََِن بَ َِكلا  مَ-َ َيِض  رََُ َّاَللََُه ن  عَ-َ«ََّن أَََِّيبَّنلاَ-َىَّل  صََُ َّاَللََِه ي ل  عَ َمَّل  س  وَ-َ َدِم  حَ
َ َّاَللَى ن ث أ  وَ،ِه ي ل  عَ َلا ق  وَ:يِّنِك لَا ن أَ،يِّل  ُصأَ،ُما ن أ  وََُموُص أ  وَ،ُرِط ُفأ  وََُج َّو  ز ت أ  وَ،  ءا  سِّنلاَ
 َن  م فَ َبِغ  رَ َن  عَِيتَّنُسَ َس ي ل فَيِّنِمَ») َق فَّتُمََِه ي ل  ع( 
 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-
Nya, beliau bersabda, "Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka 
dan menikah. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk 
umatku." (Muttafaq Alaih)11 
 
Menurut agama Islam, pernikahan merupakan salah 
satu ajaran agama yang dasar-dasar hukumnya tercantum di 
dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW, Sebagai ajaran 
agama, pernikahan mempunyai rukun dan syarat tertentu 
yang mesti dipenuhi. Rukun merupakan merupakan unsur 
yang wajib ada pada suatu akad, sedangkan syarat dijadikan 
sebagai sandaran untuk sah atau tidaknya suau akad. Karena 
itu rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan hal penting 
yang harus diperhatikan guna terlaksananya cita-cita mulia, 
yaitu mewujudkan rumah tangga sebagai suatu institusi yang 
suci. 
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Secara sepintas dapat digambarkan bahwa pernikahan 
merupakan lembaga perjodohan antara laki-laki dan 
perempuan. Kedua belah pihak sepakat untuk hidup 
bersama sebagai suami isteri menurut aturan-aturan agama. 
Kesepakatan hidup bersama ini mesti diartikan secara 
totalitas, yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas secara 
lahiriah saja. Al-Qur’an menggambarkan bahwa isteri sebagai 
pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi isteri. Pernyataan 
ini dapat ditemui dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah 
berfirman: 
…..َََُّنهََ سا ِبلَ َمُكَّلَ َُمتن أ  وََ سا ِبلَ
َهَُّنهَّلَ…..َ 
َ
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 
pakaian bagi mereka. (Q.S Al-Baqarah: 187).12 
 
Ayat ini mengisyaratkan supaya antara suami dan isteri 
terdapat kerjasama yang bulat untuk memiliki tanggung 
jawab dalam rumah tangga. 
Zina secara harfiah berarti fahishah, yaitu perbuatan 
keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin 
antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu 
sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.13 Dalam 
hukum Islam, melakukan hubungan kelamin antara pria dan 
wanita tanpa diikat oleh tali perkawinan (akad nikah) yang 
sah disebut zina. Hubungan seks tersebut tanpa dibedakan 
apakah yang melakukannya gadis, jejaka, bersuami atau 
janda, beristeri atau duda. Sebagaimana telah dikemukakan 
pada bagian pendahuluan bahwa hukum Islam melarang 
perbuatan zina. Bahkan bukan saja melakukan zina itu yang 
dilarang, mendekatinyapun tidak diperbolehkan. Perintah ini 
ditegaskan Allah dalam firman-Nya: 
َ  لّ  وَ َق ت َاُوب  رَٱ
 َ  ى ن ِّزلََُهَِّنإۥَ َنا  كَ َ فَٗة  شِحََ ا  س  و َءََٗلِيب  سَ٨٣ََ
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S 
Al-Isra’: 32)14 
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Ayat di atas melarang segala bentuk perbuatan yang 
dapat membawa kepada terjadinya perzinaan. Karena 
biasanya zina itu baru dilakukan setelah terlebih dahulu 
melakukan pendahuluannya, seperti memegang-megang, 
memeluk, mencium, dan lain sebagainya.  
Pendapat mazhab Hanafi zina adalah nama bagi 
persetubuan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang 
perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa 
paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh 
orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita 
tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam 
miliknya. Sementara sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir 
Audah mazhab Syafi’i berpendapat, zina adalah memberikan 
definisi sebagai berikut. “Zina adalah memasukkan zakar ke 
dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat 
dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.”15 
Berdasarkan pendapat kedua mazhab di atas zina 
merupakan perbuatan keji dan terkutuk. Manusia yang 
normal dan sadar akan kedudukannya sebagai makhluk 
ciptaan Allah yang paling baik, sempurna, dan mulia, pasti 
akan berpendapat bahwa menyalurkan seks secara bebas (free 
seks) adalah sama dengan perbuatan binatang.  
Zina adalah perbuatan haram. Mendekatinya pun 
dilarang dalam agama manapun. Namun bila sampai terjadi 
perzinaan, dan darinya lahir seorang anak, maka syariat Islam 
punya beban untuk mendudukkan statusnya. Terlepas dari 
haramnya perbuatan zina itu sendiri, para ulama sepakat 
bahwa anak haram hasil zina tentu tidak menanggung dosa 
atas perbuatan orang tuanya. Karena Islam tidak 
membebankan kesalahan seseorang kepada orang lain. 
Mayoritas ulama Fiqih dari madzhab Hanafi, Maliki, 
Hambali dan salah satu qaul dari madzhab Syafi’i 
menyatakan bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi anak 
perempuannya dari hasil zina, sebagaimana ia tidak boleh 
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menikahi anak-anak perempuannya dari hasil pernikahan 
yang sah. Sebab walaupun ia dengan anaknya dari hasil zina 
tidak ada hubungan nasab secara syar’i, namun ada 
hubungan juz’iyyah diantara keduanya. Artinya, anak hasil 
zinanya itu masih menjadi bagian dari dirinya.16 
Madzhab Hanafi mendasarkan pendapatnya pada 
firman Allah SWT : 
َ ت  م ِّرُحَ َي ل  ع َمُكَ َ ه َُّمأ َمُُكتَ…َ٣٨ََ
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu… (Q.S 
An-Nisa: 23)17 
 
تنبَناسنلإاَمساَىثنلَّةقولخمَنمَهئامَةقيقحَملكلاوَهيفَتناكفَهتنبَ
ةقيقحَلّإَهناَزوجتلَّةفاضلإاَاعرشَيلاهَاملَهيفَنمَةعاشاَةشحافلاَاذهوَ
ىفنيلَّةبسنلاَةقيقحلا 
Anak perempuan seseorang itu adalah nama bagi jenis 
perempuan yang tercipta dari air maninya secara hakekat, dan kalimat 
yang terkandung tersebut, maka adanya anak perempuan itu secara 
hakekat, terkecuali bahwa seseorang tidak bisa disandarkan secara 
syariat (agama) kepadanya, karena sesuatu itu adanya dari sebab 
timbulnya perbuatan keji, dan hal tersebut tidak menafikan kepada 
penisbatan yang hakiki.18 
 
Madzhab ini memandang sama, antara anak-anak 
perempuannya dari hasil pernikahan yang sah maupun dari 
hasil zina. Sebab dalil tersebut bersifat ‘aam (umum). 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Kasani di atas, salah 
satu mujtahid madzhab ini. Sebab istilah ‘ تنبَناسنلإا ’ adalah 
anak berjenis kelamin perempuan yang tercipta dari air 
maninya seorang lelaki. Maka pada hakikatnya, anak 
perempuan itu merupakan anaknya. 
Menurut mazhab Syafi’i bahwa anak yang terlahir dari 
luar nikah merupakan ajnabiyah (orang asing) yang sama sekali 
tidak dinisbatkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak 
biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk 
menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil 
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bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenan dengan adanya 
nasab yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan 
sebagainya.19 
 
PEMBAHASAN  
1. Pengertian Nikah 
Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-
menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang 
bukan mahram20, sementara Sayyid Sabiq memaknai 
pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai 
jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan 
melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan 
siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan 
tujuan pernikahan.21 
Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu 
حاكنلا dan جاوزلا‚yang secara bahasa mempunyai arti, ئطولا 
(setubuh, senggama),22 dan مضلا‚ (berkumpul). Dikatakan 
pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu 
dengan yang lain. Secara hakiki nikah diartikan juga dengan 
berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara 
majazi bermakna akad. 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan 
berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, 
hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu 
cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-
Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.23 
Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an 
dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3: 
َ ِنإ  وَ َفِخ َُمتََ َّلّ أَ َُقت َاوُطِسَِيفََٱ ل َ ت ي َى  مََ فٱ َاوُحِكنَا  مَ َبا طَمُك لَ َن ِّمَٱَ ا  سِّنلَِءَ
 َث  م َى نَ
 َ ُلث  و َثَ َ بُر  و َ عََ ِنإ فَ َفِخ َُمتََ َّلّ أَ َع ت َاُولِدَ َ و فَ ة  دِحَ َو أَا  مََ ت ك ل  مَ َي أ َ م َ مُُكنَ
 َ ذ َكِلَ َد أ َ  ى نََ َّلّ أَ َاُولوُع تَ
٨ََ
 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
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mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisa: 3)24 
 
a. Rukun Nikah  
Rukun nikah adalah sebagai berikut: 
1) Adanya calon suami dan istri yang tidak 
terhalang dan terlarang secara syar’i untuk 
menikah. 
2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh 
wali atau yang menggantikan posisi wali. 
3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh 
suami atau yang mewakilinya. 
4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan 
pada waktu menikah atau orang yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-
laki. 
5) Dua orang saksi, adalah orang yang 
menyaksikan sah atau tidaknya suatu 
pernikahan.25 
b. Syarat Nikah  
Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua 
mempelai tersebut adalah: 
1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain 
beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap 
bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, 
tidak terdapat halangan perkawinan. 
2) Bagi calon mempelai wanita antara lain 
beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, 
dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat 
halangan perkawinan. 
3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara 
lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak 
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perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk 
menjadi wali. 
4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua 
orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat 
mengerti maksud akad, beragama Islam dan 
dewasa. 
c. Hukum Nikah 
1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan 
baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat 
memberikan nafkah kepada istrinya dan 
keperluan-keperluan lain mesti dipenuhi. 
2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan 
pernikhan dan kalau tidak menikah ia akan 
terjerumus dalam perzinaan. 
3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk 
melaksanakan pernikahan karena tidak mampu 
memberikan belanja kepada istrinya atau 
kemungkinan lain lemah syahwat. 
4) Haram, bagi orang yang ingin menikah dengan 
niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-
nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena 
bagi orang yang tidak mampu memberi belanja 
kepada istrinya, sedang nafsunya tidak 
mendesak. 
5) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak 
oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah 
atau yang menharamkannya.26 
2. Pengertian Zina  
Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan 
perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan 
dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. 
Delik perzinaan ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. 
Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu 
muhsan) didasarkan pada ayat Al-Qur’an, yakni didera 
seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi 
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rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam 
adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.27 
Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari 
kata ا ن  ز – يِن  ز ي yang berarti berbuat jahat. Sedangkan secara 
terminologi zina berarti hubungan seksual antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam 
akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini. Zina juga 
dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki 
dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh 
suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam 
hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan 
pemilikan, seperti tuan dan hamba sehaya wanita.28 
3. Macam-Macam Zina 
  Macam-macam zina itu ada dua macam, tergantung 
kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga 
(ghaira muhsan) atau sudah berkeluarga (muhsan).  
a. Zina ghairu muhsan maksudnya adalah 
perbuatan zina  yang dilakukan oleh 
pria/wanita yang belum menikah. 
b.  Zina muhsan ialah perbuatan zina yang 
dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga 
kehormatannya. Artinya, orang yang sudah 
berkeluarga atau menikah.29 
4. Menurut Madzab Hanafi. 
Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya 
berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orangtuanya 
maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orangtua 
dan negara tidak boleh menyia-nyiakannya, terlebih 
menelantarkan anak. Karena mereka bukan saja menjadi aset 
keluarga tapi juga aset bangsa.30 
تنب ناسنلإا مسا ىثنلا ةقولمخ نم هئام ةقيقح ملاكلاو هيف تناكف هتنب ةقيقح لاإ هنا زوتجلا 
ةفاضلإا اعرش هيلا الم هيف نم ةعاشا ةشحافلا اذهو ىفنيلا ةبسنلا ةقيقلحا 
Anak perempuan seseorang itu adalah nama bagi jenis 
perempuan yang tercipta dari air maninya secara hakekat, dan kalimat 
yang terkandung tersebut, maka adanya anak perempuan itu secara 
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hakekat, terkecuali bahwa seseorang tidak bisa disandarkan secara 
syariat (agama) kepadanya, karena sesuatu itu adanya dari sebab 
timbulnya perbuatan keji, dan hal tersebut tidak menafikan kepada 
penisbatan yang hakiki.31 
Pada hakikatnya hukum atas ditetapkannya nasab 
adalah karena adanya persetubuhan antara suami dan istri 
yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya 
(akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang 
terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukan 
ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi: 
  دَلَوَْلا  ِشاْرَفِْلل  ِرِهاَعِْللَو   رَجَْلحَا (هاور ملسلما) 
Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi 
pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa) (HR 
Muslim).32 
Karena terciptanya seorang anak pada dasarnya adalah 
hasil dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-
laki dengan seorang perempuan, atau karena bertemunya dua 
sperma yakni ovum dan spermatozoa. Sehingga masing-masing 
sperma tercampur satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan 
dan saling terkait satu sama lain, karena perbuatan zina 
tersebut menjadi sebab yang menjadikan terciptanya anak. 
Karena sebab itulah ketetapan mahram anak perempuan hasil 
zina dengan ayah biologisnya. 
ةضعبلاو ةلع ةلحاص لاتابث ةمرلحا نلأ ناسنلإا امك عتمتسيلا هسفنب عتمتسيلا هضعبب لاإ نا 
بسنلا تبثيلا مادعنلالا ةضعبلا لب هابتشلإل 
Dan beberapa alasan yang tidak sesuai membuktikan 
perempuan karena manusia tidak menikmati dirinya sendiri untuk 
menikmati satu sama lain, tetapi rasio tidak membuktikan tidak 
adanya kelompok, tetapi untuk kecurigaan.33 
ولو تدلو هنم اتنب نأب نىز ركبب اهكسمأو تىح تدلو اتنب تمرح هيلع هذه تنبلا انهلا هتنب 
ةقيقح نإو لم هثرت لمو بتج اهتقفن هيلع 
Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan 
maka lahirlah seorang anak perempuan dari hasil hubungan zina 
tersebut, maka haramlah baginya mengawini anak tersebut karena 
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anak hasil zina menjadi anaknya secara hakiki sekalipun tidak 
saling mewaris dan tidak diwajibkan baginya menafkahi anak 
tersebut.34 
Jumhur fuqaha selain mażhab Syafi’i berdalil dengan 
dalil naqli (nash), dan aqli (akal) atas keharaman menikahi anak 
hasil zina. Adapun dalil naqli adalah di dalam Al-Qur’an surat 
An-Nisa ayat 23, Allah berfirman: 
َُحَ ت  م ِّرَ َي ل  ع َمُكَ َ ه َُّمأ َمُُكتَ َمُُكتا ن ب  وَ…..َ٣٨ََ
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan…. (QS An-Nisa: 23)35  
مرتحو هيلع هتانب صنلاب وهو هلوق لياعت ( :م ك تاَن َبَو )]لاءاسن :32[ ءاوس تناك هتنب نم 
حاكنلا وأ نم حافسلا مومعل صنلا 
 
Diharamkannya untuk menikahi anak perempuannya sercara 
nash. Nash itu adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 
ayat 23, keberadaan anak perempuan baik dari hasil pernikahan 
ataupun di luar nikah adalah sama saja, karena adanya keumuman 
nash.36 
5. Menurut madzab Syafi’i  
Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil 
hubungan kelamin di luar nikah. Yang menjadi bahasan di 
sini adalah anak di luar nikah yang dikatakan anak zina. 
Dalam hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki 
dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut 
“zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud 
membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut 
adalah anak di luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih 
dikenal dengan istilah “anak zina”. Anak zina adalah anak 
yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, 
karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 
menyebabkan kelahiran anak tersebut. Perbuatan zina 
termasuk ruang lingkup macam-macam fiqih jinayah. Zina 
adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan 
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tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan 
dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.37 
لاق يعفاشلا انها لتح لاقو هيرغ انها لتحلا لاقو مهضعب رهاظلاو يمرحتلا تناكناو هثرتلا نلأ 
ثرلاا قح عبات توبثل بسنلا وهو لا نوكي لاا ثرفلاب وأ قاقحتسلاا دوجولاو دحاول امهنم 
Imam Syafi’i berpendapat anak itu halal dinikahi, sedangkan 
pendapat sebagian lainnya tidak halal, dan pendapat sebagian lain dan 
ahli dzahir adalah haram, dan sesungguhnya anak perempuan itu 
tidak ada hak waris dari bapaknya, karena, sesungguhnya hak waris 
adalah hak yang mengikuti dikarenakan adanya ketentuan nasab, 
dan ketetapan nasab tidak ada terkecuali adanya hak firasy (suami) 
atau menerima hak dan tidak adanya keberadaan karena seseorang 
itu dari keduanya (bapak dan ibu)  
نإو اناز ةأرمإب تتأف ةنباب دقف لاق ىعفاشلا هحمر للها هركأ نأ اهجوزتي نإف اهجوزت لم حسفأ 
Apabila seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan 
dan lahir seorang anak perempuan dari akibat hubungan zina, 
menurut imam Syafi’i boleh seorang ayah mengawini anak hasil zina 
dan karena mengawininya tidak bisa dibatalkan 
 
PENUTUP  
1. Kesimpulan  
1) Menurut mazhab Hanafi hukum ayah menikahi anaknya 
dari hasil zina adalah anak yang lahir dari hasil 
perzinahan memiliki hubungan nasab secara syar’I 
dengan ibu yang melahirkannya, namun anak tersebut 
menjadi mahram bagi ayah biologisnya karena secara 
biologis adalah darah dari dagingnya sendiri. Untuk itu 
anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan menjadi 
mahramnya (tidak boleh dinikahi) bahkan berkewajiban 
untuk menafkahinya dan saling mewarisi. 
2) Menurut mazhab Syafi’i hukum ayah menikahi anaknya 
dari hasil zina sebagai berikut, anak yang lahir dari hasil 
perzinahan boleh menikah dengan ayah biologisnya, 
karena tidak ada nasab dengan ayahnya. Karena tidak 
terlahir bukan dari pernikahan yang sah, karena 
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timbulnya status kemahramannya terjadi karena sebab 
pernikahan. 
3) Mazhab hanafi mengharamkan menikah dengan anak 
perempuanya yang berasal dari hasil zina. Sementara 
mazhab Syafi’i membolehkan menikah dengan anak 
perempuanya yang berasal dari hasil zina, walaupun 
sebaian ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa perbuatan 
tersebut makruh. Persamaan pendapat antara keduanya 
adalah masalah perwalian. Anak yang dilahirkan dari hasil 
zina tidak mempunyai hak perwalian dari bapak 
biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali 
baginya karena telah terputus nasab syar’i di antara 
keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak 
perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah 
hakim. 
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